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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

1. Realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor menunjukkan adanya 

peningkatan dari PKB Rp.21.942.788.635 ke PKB Rp.25.520.137.911 atau 

sebesar 16,30%. Dari hasil tersebut menunjukan pertumbuhan yang 

signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bima. Jadi menandakan 

bahwa Pemerintah Daerah Kota Bima berhasil mengoptimalkan potensi 

pendapatan yang ada di Daerah Kota Bima. 

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerimaan 

pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui Bappenda UPTB 

PPD Raba Bima terdapat beberapa faktor yaitu, faktor kesadaran 

masyarakat dan Tingkat penghasilan atau pendapatan Masyarakat. 

Sedangkan mengacu pada teori Suprison (2016) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan 

Bermotor yaitu, faktor sumber daya aparatur, faktor kesadaran Masyarakat, 

dan faktor sarana dan prasarana. 

3. Strategi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) yakni, 

a. Sosialisasi dengan masyarakat 

b. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait 

c. Pemberian keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor 

d. Inovasi-inovasi layanan unggulan  
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5.2 Saran 

1. Pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis 

Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima agar lebih gencar 

mensosialisasikan lagi kepada mesyarakat kepada wajib pajak terkait 

inovasi yang dilakukan. Bias dengan memasang spanduk didekat mobil 

samsat keliling serta kantor samsat maupun di Unit Pelaksana Teknis 

Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) mengenai inovasi 

pembayaran pajak kendaraan sudah bisa dilakukan dari rumah atau secara 

online. Karena sangat di sayangkan inovasi sudah seinovatif itu tidak 

dimanfaatkan demgan baik. 

2. Masyarakat Kota Bima harus mengutamakan dan mematuhi pembayaran 

pajak, karena itu tanggung jawab kita sebagai wajib pajak. Ini akan 

memungkinkan kita untuk merangkul dan memanfaatkan teknologi 

modern, informasi, dan komunikasi dalam tugas kita sehari-hari. Dengan 

demikian, pemerintah khususnya Bappenda Unit Pelaksana Teknis Badan 

Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima dapat secara efektif 

mengimplementasikan inovasi layanan.  
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1  

Pedoman Wawancara 

1. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya meningkatkan penerimaan 

pajak kendaraan bermotor? Apakah wajib pajak menjadi salah satu faktor 

penghambat? 

2. Apa strategi yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan 

pajak kendaraan bermotor? 

3. Bagaimana strategi dan upaya UPTB PPD Raba Bima dalam mensosialisasikan 

pajak kendaraan bermotor kepada Masyarakat?   

4. Bagaimana Kerjasama dengan institusi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam 

upaya meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor? 

5. Apakah ada keringanan untuk para pelaku wajib pajak yang telat membayar 

pajak kendaraan bermotor? 

6. Apakah ada program atau insentif khusus yang ditawarkan kepada wajib pajak 

agar mereka lebih termotivasi untuk membayar pajak kendaraan bermotor? 

7. Apakah ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bima dari Tahun 

sebelumnya ke Tahun 2022? 

8. Apa ada syarat tertentu ketika ada salah satu wajib pajak yang hendak akan 

melakukan pembayaran pajak melalui samsat keliling? 

9. Bagaimana menurut Bapak dengan adanya program-program yang sudah 

diimplementasikan oleh UPTB PPD Raba Bima dalam upaya peningkatan 

pendapatan pajak kendaraan bermotor? 



 

 

LAMPIRAN 2 

Dokumentasi 

 

Aktivitas wawancara dengan Bapak Drs. Aidin selaku kepala UPTB PPD Raba 

Bima 

 



 

 

 

Pengambilan data sekaligus wawancara Bersama Bapak Ikhwan S.Sos selaku 

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB PPD Raba Bima 

 

Wawancara dengan salah satu staf UPTB PPD Raba Bima 



 

 

   

Aktivitas di Kantor Bappenda UPTB PPD Raba Bima dan wawancara Bersama 

salah satu pelaku wajib pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


